WALIKOTA PRABUMUL.[H

PROVIN3I SUMATERA SELATAN

,
L3

PERATURAN WALIKCTA PRABUMULIH -
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DARI WALIKOTA KEPATCA KEFALA DINAS PENANAMAYN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUAAN YANG MAHA ESA

VWALIKOTA PRABUMULIH,

Meuiribang : a. babwa herdasiirl;:an ketentuan yang diatur dalem Pasal
11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tabun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanen Terpadu Satu Pintu
menya“-akan baawx: dalam menyeler.ggarakan PT3P olch
Kabupaten/Kota, Bupati/Wealikota memoerikan
Pendelegasien Wewenang Perizinan dan Nonperizinan
yang rmaenjadi arusan Pemerintah Kalupater /Kota
kepeda Kepala B*M.>TSP Kaoupaten/Kota;

b. bahwa berdaserkir hetentuan yang diaiur dalain Pasal
6 ayat (1) Perutiran Menteri Dala:n Negeri Nomor 128
Tahun 2017 f{eritang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah menyatakan bahwa dalam

menyelenggarakan pelave Lian perizinar! dan
ncnperizinan, Cubernvr, Bupati/Walikota
immendelegasikan  keveenangannya  kepada  Kepala
DPMPTLP;

v

c. baliwa  berdasarkan pertimbangan sehngai.nana
dimaksud huruf 2 de n b diatas, maka perlu menetapkan
Peraturan Waliknta tcntang Pendelegasiar Wewenang
Perizien Jdun llor: Perizinan dari Walikota kepada
Kepala Dinas Peraramar Modal dan Pelayaian Terpadu
Satu Pinti.



SAB I
JENIS PERIZINAN DA NON PERIZINAN

Pasal 3

Jenis Perizinan dan Non Pcrizinan yang menjadi kewer.angan Pemerintah

Kote :

1.

2.

10.
11.
12,
13,
14.
15.

16

17;

138.

- 19,

20.

21,

22.
23,
24.

29,

izin Prinsip Penanaman Moda'.

Izin Prinsip Perlu isan Penanaman Medal.
Izin Prisip Perubahan Penwnamn.au Modal.
Izin Penggabungan Penanaman Modal.
Jzin Usaha Pcnanaman Modal.

Izin Usaha Perlu:isan Pen: ne ma:1 Modal.
[zin Usaha Perubahai Penarcmaan Modal.

Izin Usela Penggabunyan Perusnhaan Penanaman Modal (Merger).

Izin Reklame;

Suiat Izin Usa.ha Perdager a1 (SIUP);
Tanca Daftar Perusahaan (TDP);
Tandz Caftar Gudang (T (i);

Tanda Dafiar Industri (TD7);

Iz.n Mendirikan Banguna: (IMB);

Izin Usaha Jesa konstruksi (IU0K);

Izin Usaha Pengelo'aan Pasa - ""adiosional ( IUP2T);

Izin Usaha Pusat Perbelanicer ( lUPP);

Iz Usaha Toko Modern ( [JTN\! ),

Izin Usaha Incustri (IUI); ’
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 'TDUP);

Pelayanan Administrasi Paizl: Bahan Mineral bukan Logem dan
Batuan; -

Pelayana 1 Administrasi Pajak A r Tanah,;
Surat Izin Praktik (SIP) dok ' er Umum/ Ligi/ Spesialis;
Surat Izin Praktik F erawat Umum (S PP);

JMurat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);



2. Gk Nain Vel Vecewak st CSrPAQ)

4U. WAL L 1 IANRUR I GIAWA ALLASLCS: (D1 FALL;
27. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (S ”TGz);

28. Surat Izin Praktik 3idan (3(I B),

29. Surat Izir Praktik Apoteker (SIPA);

3). Surat "zin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);

3. Surat Izin Prektik Sanitarian ‘SIFZan);

32. Surnt Izin Praktik Refraksiouis O)tisien (SI’RO);

33. Suraf Izin Praktik Terapis Wica = / SIPTW),

34. Surat Izin Okupasi Terapis (3IK);

35. Surat Izin Praktik Fisioterapi (S'PF);

36 Surat Izin Praktik Radiograter (SIPRad);

37. Surat Izin Praktil Auli Teknolog' Laborato ium Medik (STPATLM);
38. lzin Apotek;

39. Izin Pedagang Ec~ra.: Cbat;

40. Izin Optikal;

41. lzin Operasicnal Xlinik (Umuri, Klinil: Spasialis dan Klinik
Kecantikan);

42. Tzin Tukang Gigi,

43. Surat Izin Prakti< Perekan Medils;

44. Suret Izin Praktik Flertromedir; (SIP-E)

45. Izin Tcko Alat Kesehatzn;

t6. lzin Surat Terdafla Penyehat 'radisional; (STPT);

47. Sertifikat Preduksi Pangar. indistri Rumah Tangga;

- 48. Sertifikat Lai« Lygiene Sanitasi Depot Air Minur;n;

49. Sertiﬁ‘l'cat leik Hygiene Sanitnsi Jasa Boge;

50. Izin P~:ne1itian;

51. Tunda Daftar Usaha Prost s Produksi (TDU-P);

52 Izin Usaha Tenaman Pangia Freses Produksi (IUTP-P);
53. Tanda Dafiar Usaha Pena 1gi.1an Pasca Panen (TDU-PP);

54. Izin Usaha Tanaman Pangan Felianganan Pasca Panen (IU"1‘P~PP);



